ABSTRAK

Adelia Azahra Putri Dinanti 1213030003 (2025) Tinjauan Siyasah
Dusturiyah Tentang Alasan-Alasan Pencabutan Kjp Plus Melalui Kebijakan
Dinas Pendidikan Jakarta Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor
110 Tahun 2021 Pasal 23.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor
110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan. Secara yuridis, tujuan
negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, sehingga sudah
selayaknya para pelajar mendapatkan jaminan perlindungan dan pemberdayaan
dalam bidang pendidikan sebagaimana telah tercantum dalam undang-undang.
Maka, terciptanya bantuan sosial biaya pendidikan yaitu Kartu Jakarta Pintar Plus.
Namun, Laporan dari P40P Dinas Pendidikan yang menunjukan frekuensi
pelanggaran yang masih terjadi, sehingga diperlukan perhatian lebih.

Tujuan penelitian ini  untuk menganalisis faktor-faktor yang
melatarbelakangi pencabutan KJP Plus oleh Dinas Pendidikan, mengidentifikasi
kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan setelah pencabutan KJP Plus bagi
siswa yang bermasalah, serta menganalisis faktor yang melatarbelakangi
pencabutan KJP Plus dan kebijakan yang diambil setelah pencabutan dalam
perspektif siyasah dusturiyah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Teori Good
Governance, Teori Efektivitas Hukum, dan Siyasah Dusturiyah yaitu maqasid al-
Syariah. Teori Good Governance sebagai alat ukur untuk menilai pencabutan KJP
Plus agar sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, Teori Efektivitas hukum
menegaskan sejauh mana kebijakan pencabutan KJP Plus berdasarkan Pergub No.
110 Tahun 2021 Pasal 23 dapat diterapkan secara nyata dan ditaati oleh
masyarakat. Siyasah dusturiyah yaitu maqasid al-Syariah untuk menilai
pencabutan kebijakan KJP Plus sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan dan
tanggung jawab negara.

Metode penelitian ini mengaplikasikan pendekatan deskriptif analitis
dengan jenis penelitian yuridis empiris dalam penelitian kualitatif. Data diperoleh
melalui wawancara dengan pihak terkait, yakni Pusat Pelayanan Pendanaan
Personal dan Operasional Pendidikan (P40P) dari Dinas Pendidikan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan tiga kesimpulan utama. Pertama,
bahwa terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi alasan utama pencabutan KJP
Plus, yaitu pelanggaran administratif, perilaku negatif, penyalahgunaan dana
bantuan, dan ketidakdisiplinan dalam pendidikan, yang disebabkan karena
penerima bantuan manfaat yang masih belum memahami peraturan sehingga
terjadinya pencabutan KJP Plus. Kedua, Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan setelah pencabutan KJP Plus yaitu dengan menetapkan alternatif
pemulihan bantuan terhadap penerima yang haknya dicabut. Ketiga, Tinjauan
siyasah dusturiyah menunjukan bahwa faktor yang melatarbelakangi dan kebijakan
yang dilakukan Dinas Pendidikan setelah pencabutan KJP Plus telah sesuai dengan
prinsip-prinsip yang ada yaitu, kemaslahatan, keadilan serta prinsip maqasid al-
Syariah.
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